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rekapITUALSI ADUAN TAHUN 2025



Pada tahun 2025 
terdapat 12 aduan yang 

masuk untuk Dinas 
Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tenga 
dengan staatus adun 

selesai.

Pada tahun 2025 
terdapat 1 aduan dari 
akun yang bernama 

@danisjetis tentang Laka 
Laut dengan status adun 

selesai

MEDIA SOSIAL

Pada Tahun 2025 
terdapat 1 aduan yang 
masuk pada kanal SP4N 

Lapor! dengan status 
aduan selesai.

LAPORGUB SP4N LAPOR!



TERIMA 
KASIH



VERIFIKASI PROGRESS JEDA SELESAI
1 LGWP08568618 Assalamu'alaikum wr.wbIjin melaporkan tentang 

penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum 
dan racun. Kegiatan ini terus berlanjut dari dulu hingga 
sekarang, ini dapat merusak ekosistem sungai dan bibit ikan 
maupun udang. Untuk dinas perikanan dan kelautan 
seharusnya lebih memantau dan bertindak tegas atau 
memberi pengarahan dan edukasi kepada masyarakat akan 
pentingnya ekosistem sungai, karena penangkapan ikan 
seperti ini sudah dilarang dan di tetapkan Undang-undang 
no.45 tahun 2009. Saya harap laporan ini dapat menjadi 
sorotan pentingnya ekosistem sungai. Terimakasih

Website KABUPATEN GROBOGAN KEDUNGJATI KARANGLANGU 16/05/2025 14:08 02/06/2025 15:08 terimakasih atas aduan saudara, aka segera 
kami tindaklanjuti

02/06/2025 15:19 untuk sosialisasi, sudah selalu kami lakukan melalui 
Dinas Perikanan Kab. Grobogan dan Pokmaswas ( 
Kelompok Pengawas Masyarakat) yang bertugas 
melihat, mencatat dan melaporkan ke Pengawas 
Perikanan. karena dengan Keterbatasan Pengawas 
Perikanan yang tidak bisa mengawasi langsung perlu 
peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi 
sumberdaya perikanan dengan laporan dari masyarakat 
akan kita tindak lanjuti dengan pengawasan kelapangan 
untuk itu dengan laporan ini akan kami tindak lanjuti 
dengan pengawasan untuk itu bisa dibantu untuk lokasi 
kejadian dan alamat kejadian dengan pasti

03/06/2025 12:32 Assalamu'alaikum wr.wb Ijin melaporkan tentang penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum 
dan racun. Kegiatan ini terus berlanjut dari dulu hingga sekarang, ini dapat merusak ekosistem sungai dan 
bibit ikan maupun udang. Untuk dinas perikanan dan kelautan seharusnya lebih memantau dan bertindak 
tegas atau memberi pengarahan dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya ekosistem sungai, karena 
penangkapan ikan seperti ini sudah dilarang dan di tetapkan Undang-undang no.45 tahun 2009. Saya harap 
laporan ini dapat menjadi sorotan pentingnya ekosistem sungai. Terimakasih

Selesai

2 LGWP23642948 Asalamualaikum.Pak tolong kalo memang harga bbl (b3nih 
bening lobster) di jawa tengah tidak bisa di lanjutkan setop 
pak expor bbl..Harga yang tidak bisa setabil di lapangan.Atau 
kalo memang mau di lanjutkan sosialisasikan di masarakat 
nelayan harga yang tepat..Trimaksih Wasalamualaikum.Dari 
jawa tengah bagian selatan

Website KABUPATEN KEBUMEN - - 18/05/2025 16:17 03/06/2025 12:27 terimakasih atas aduan saudara. 03/06/2025 12:27 Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang harga patokan 
terendah benih bening lobster (puerulus) di nelayan. 
Harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di 
tingkat nelayan adalah Rp 8.500 per ekor.

03/06/2025 12:30 Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang harga patokan 
terendah benih bening lobster (puerulus) di nelayan. Harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di 
tingkat nelayan adalah Rp 8.500 per ekor.

Selesai

3 LGWP11498305 Laporan Mati fungsi TPI tasik agung unit 1 Dengan 
hormat,Sehubungan dengan situasi terkini yang terjadi di 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Unit 1, Kabupaten 
Rembang, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai 
berikut:⸻1. Kondisi TerkiniSaat ini TPI Tasik Agung Unit 1 
mengalami kondisi mati fungsi. Aktivitas bongkar muat dan 
pelelangan ikan praktis tidak lagi berjalan sebagaimana 
mestinya. Fasilitas TPI menjadi tidak termanfaatkan secara 
optimal, dan sebagian besar infrastruktur menjadi tidak 
produktif contoh difoto sekarang menjadi parkiran sepeda 
motor.2. Penyebab UtamaBerdasarkan pengamatan dan 
informasi dari para pelaku usaha perikanan di wilayah ini, 
terdapat beberapa faktor penyebab utama:a. Sulitnya 
Perizinan Melaut (SIPI/SIKPI):Prosedur dan persyaratan 
perizinan dari UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 
setempat dinilai sangat sulit dipenuhi oleh nelayan, terutama 
armada purse seine. Hal ini menyebabkan banyak kapal tidak 
dapat melaut secara legal atau tertunda aktivitasnya.3. 
Dampak yang Terjadi•Nelayan kapal purse seine 
meninggalkan TPI Tasik Agung dan memilih berpindah ke TPI 
lain yang lebih longgar dalam regulasi atau lebih mendukung 
aktivitas mereka.•Terjadi penurunan tajam pada aktivitas 
ekonomi di sekitar TPI Tasik Agung, termasuk hilangnya mata 
pencaharian bagi buruh bongkar, pedangang makanan 
,pedagang ikan dan pelaku usaha di TPI tasik agung unit 
1•Potensi Pendapatan daerah dari sektor perikanan 
menurun drastis/hilang, karena hasil tangkapan tidak lagi 
dilelang di wilayah TPI Tasik Agung unit 14. Harapan dan 
PermohonanDengan kondisi ini, kami memohon kepada 

Website KABUPATEN REMBANG REMBANG TASIKAGUNG 21/05/2025 15:42 02/06/2025 15:21 terimakasih atas aduan saudara, akan segera 
kami tindaklanjuti

02/06/2025 15:21 terimakasih atas aduan saudara, akan segera kami 
tindaklanjuti

03/06/2025 12:29 1. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi 
kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk TPI Tasikagung I dan II dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 
rembang, sehingga PPP Tasikagung yang berada di bawah Pemprov Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan 
dalam pengelolaan TPI2. Terkait perizinan penangkapan ikan (SIPI/SIKPI) bukan merupakan kewenangan dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau PPP Tasikagung selaku UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. 
Jateng. mengingat perizinan penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2021, bahwa perizinan berusaha bagi kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan &gt; 12 
mill laut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini terdapat 720 kapal perikanan yang berpangkalan di PPP 
Tasikagung (data per 31 Mei 2025) seluruhnya sudah berijin pusat/KKP, dari 720 kapal perikanan tersebut 
terdapat 97 unit kapal dengan alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil yang lebih dikenal dengan nama Kapal 
mini purse seine yang berpangkalan di PPP Tasikagung dan semuanya juga sudah berizin SIPI dari Pusat/KKP 
sehingga prosedur penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dari KKP 
dengan menggunakan aplikasi ePIT.3. Penerbitan PB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan 
Pangkalan. PPP Tasikagung juga telah memiliki SOP layanan kepelabuhanan yang sudah terstandarisasi ISO 
9001:2015 sejak tahun 2023 (sertifikat terlampir).4. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan 
Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi, setiap kapal perikanan 
memiliki hak untuk memilih 2 Pelabuhan pangkalan yang tercantum di dalam SIPI. Hal ini memungkinkan 
setiap kapal untuk melakukan kegiatan bongkar ikan hasil tangkapannya di 2 Pelabuhan Pangkalan yang 
berbeda yang tercantum dalam SIPI, dan bisa mengajukan perubahan Pelabuhan pangkalan secara online.

Selesai

4 LGWP01143628 Mohon bantuannya untuk menindak lanjuti/mengaktifkan 
kembali TPI Tasikagung Rembang unit 1 agar aktif 
sebagaimana mestinya,terlihat tak ada aktifitas lelang dan 
bongkar muat.tolong untuk ditindak lanjuti masalah perijinan 
keberangkatan kapal agar kembali seperti semula dan 
mengembalikan roda ekonomi masyarakat setempat 
terimakasih

Website KABUPATEN REMBANG REMBANG TASIKAGUNG 22/05/2025 08:55 02/06/2025 15:22 terimakasih atas aduan saudara, akan segera 
kami tindaklanjuti

02/06/2025 15:59 Penerbitan PB oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 
di PPP Tasikagung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan 
Operasional Pelabuhan Pangkalan

03/06/2025 12:24 Penerbitan PB oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di PPP Tasikagung dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan 
Operasional Pelabuhan Pangkalan

Selesai

5 LGWP97240548 Tapi kenapa sampai detik ini belum terealisasikan pak 
t3ntang harga yang dari dinas 8500 sampainya ke nelayan 
cumn 1000 aja ogah ²an belinya.....ini bagaimana nelayan 
mau maju.....kalo begini...kalo hanya putusan dan tidak 
sampai di lapangan apa gunanya pengaduan online

Website KABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN - 04/06/2025 16:38 10/06/2025 08:41 terimakasih atas aduan saudara, kami 
naikkan ke bidang yang emnangani

10/06/2025 10:13 aduan telah kami naiikkan ke bodang yang menangani 10/06/2025 10:13 Baik terimakasih atas pertanyaan saudara, Terkait dengan harga patokan terendah Benih Bening Lobster 
(Panulirus spp) di nelayan tersebut merupakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diatur 
oleh KEPMEN KP Nomor 24 tahun 2024 dan akan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan atau 
sewaktu waktu apabila diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut kami akan berkoordinasi agar dilakukan 
evaluasi dan pengawasan harga BBL di tingkat nelayan

Selesai
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VERIFIKASI PROGRESS JEDA SELESAI
PROSES PROGRESS

TANGGAPAN PROGRESS
PROSES SELESAI

TANGGAPAN SELESAI STATUS
PROSES VERIFIKASI

TANGGAPAN VERIFIKASIKAB/KOTA KECAMATAN KEL/DESA WAKTUNO KODE ADUAN KANAL

6 LGMB82926758 tolong dinas kelautan dan dinas terkait kalian seolah2 tutup 
mata atau bagaimna? nelayan kebumen dan cilacap harus 
bertaruh nyawa setiap hari bahkan setiap minggu pasti ada 
korban laka laut,gara2 mangkraknya proyek pemecah ombak 
yang gagal terahir ada proggres sebelum pemilu habis itu 
selesai pemilu dan gak ada proggres malah membuat parah 
kondisi alur keluar masuk perahu!!! kalian butuh berapa 
banyak lagi korban baru mau berbenah???

Mobile KABUPATEN KEBUMEN - - 29/07/2025 13:08 30/07/2025 08:38 terimakasih atas aduan saudara, segera kami 
naikkn ke bidang yang menangani

30/07/2025 08:39 aduan telah kami naikkan ke bidang perikanan tangkap 
dinas kelautn dan perikanan prov. jateng

31/07/2025 15:43 1. Kami mengucapkan terimakasih atas laporan yang telah Saudara sampaikan dan sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa kondisi perairan di pantai selatan Kabupaten Kebumen sangat ekstrem dengan tinggi 
gelombang 3-4 meter bahkan lebih saat musim tertentu dan nelayan harus bertaruh nyawa saat melakukan 
kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan laporan yang Saudara sampaikan. 2. Pembangunan breakwater 
tersebut dilakukan pada tahun 2014 dan 2016 yang dimaksudkan untuk memecah gelombang sehingga 
menciptakan perairan yang lebih tenang di kolam pelabuhan serta mengurangi risiko yang dihadapi oleh 
nelayan saat akan keluar masuk kawasan pelabuhan, akan tetapi pada tahun 2017 telah terjadi bencana 
gelombang tinggi sehingga batu bolder pada ujung breakwater longsor yang mengakibatkan terjadi 
kecelakaan nelayan karena perahu menabrak batu bolder tersebut3. Menanggapi hal tersebut serta 
merespon keluhan nelayan, tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penanganan 
sementara dengan melakukan penataan longsoran batu bolder sehingga mampu mengurangi risiko 
terjadinya kerusakan perahu dan korban jiwa4. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas 
breakwater yang membutuhkan anggaran kurang lebih 350 milyar untuk menyelesaikan permasalahan 
diatas. Akan tetapi mengingat kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka kami telah 
memohon kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BBWS Serayu Opak agar dapat melaksanakan 
pembangunan breakwater tersebut

Selesai

7 LGIG08327656 Lokasi aduan: Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 
(PPP/PPN)Kabupaten/Kota : Kota TegalKecamatan : Tegal 
BaratDesa/kelurahan : TegalsariIsi Aduan/Permohonan 
Informasi:Lampu penerangan jalan Kawasan Pelabuhan 
Perikanan Pantai/Nusantara ketika malam hari mati 

Instagram KOTA TEGAL - - 02/08/2025 17:25 04/08/2025 09:14 terimakasih atas adian saudara, akan segera 
kami tindklanjuti

05/08/2025 09:14 Aduan telah kami naikkan ke Pelabuhan Perikanan 
Pantai Tegalsari (PPP/PPN) Dinas Kelautan dan 
Perikanan Prov. Jateng

05/08/2025 19:58 Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan pelaku usaha perikanan dan masyarakat yang berkegiatan di 
PPN Tegalsari, terkait permasalahan tersebut sudah dilakukan pengajuan perbaikan melalui anggaran 
perubahan tahun 2025.

Selesai

8 LGIG44727897 Lokasi aduan: Muara Gajah Mada HilirKabupaten/Kota : Kota 
TegalKecamatan : Tegal BaratDesa/kelurahan : TegalsariIsi 
Aduan/Permohonan Informasi:Permohonan normalisasi 
dengan pengerukan dan perbaikan break water untuk 
penahan gelombang / pasir laut menumpuk di 
muarasungai.Menyampaikan aduan dan keresahan nelayan 
kecil yang pekerjaan sehari-harinya bergantung pada 
aktivitas kegiatan menangkap ikan, nelayan kecil tersebut 
melautnya one day fishing.Kondisi alur muara sungainya 
tertutup endapatan lumpur / pasir akibat sedimentasi yang 
sudah puluhan tahun belum ada upaya normalisasi 
pengerukan muara sungai dan perbaikan breakwater 
penahan gelombang,Sudah ada warga nelayan yang 
meninggal dunia karena kelelahan saat mendorong perahu 

Instagram KOTA TEGAL - - 02/08/2025 20:17 05/08/2025 07:49 terimakasih atas aduan saudara, segera kami 
konfirmasi dengan bidang dan pihak terkait

05/08/2025 09:08 Aduan telah kami naikkan ke Bidang Perikanan Tangkap 
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng

07/08/2025 08:16 Kami mengucapkan terima kasih atas laporan yang telah Saudara sampaikan terkait dengan permohonan 
normalisasi Kali Bacin yang dimaksud untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi 
nelayan kecil saat keluar masuk kawasan tersebut dalam melakukan kegiatan penangkapan ikanSehubungan 
dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa wilayah perairan Kali Bacin yang merupakan afvour / 
drainase pembuang adalah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota TegalSehingga 
guna penyelesaian permasalahan tersebut akan kami koordinasikan secepatnya dengan Dinas Pusdataru 
Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PUPR Kota Tegal agar dapat dilakukan normalisasi dan penanganan muara 
Kali Bacin.Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Selesai

9 LGWP22354694 SELAMATKAN PANTAI KAMIJOMBLOM KEC. CEPIRING 
KAB.KENDALYth Bapak Gubernur Jawa TengahDi 
SemarangAssalamualaikum Wr.Wb.Ijinkan kami 
menyampaikan salam takdim dan Taklim kepada Bapak 
Gubenur Jawa TengahSaya Singgih Sugiharto Warga Asli 
Cepiring Kab. Kendal saya lahir dan besar di Kendal.Sedikit 
me refelksi dan menengok kebelakang pada medio tahun 
2000 an sampai pertengahan tahun 2010 an, bahwa area 
kami yakni tepatnya di Desa Korowelanganyar Kec. Cepiring 
Kab. Kendal memiliki POTENSI PANTAI YANG LUAR BIASA 
NAMANYA JOMBLOM, Jomblom juga masih tercatat di 
Destinasi Wisata Kab.Kendal sampai saat ini, saat itu geliat 
EKONOMI warga sekitar SAAT WEEKEND dan Hari2 biasa luar 
biasa, tak lain krn masih MEMILIKI PANTAI/KISIK (istilah 
populer di wilayah kami) yg SANGAT LUAS DAN LEBAR JIKA 
DITARIK DARI BIBIR PANTAI, NAMUN KONDISI 10 tahun 
terakhir ini SUNGGUH MENGERIKAN, KAMI SUDAH TIDAK 
MEMILIKI PANTAI SAMA SEKALI, JADI AIR LAUT/OMBAK 
LANGSUNG MENGENAI USAHA TAMBAK DI JALUR TSB, lebih 
lebih Jika ROB NAIK MASYARAKAT HRS BEJIBAKU DG ALAM 
agar PERIKANAN MEREKA TIDAK HANYUT TERKENA ROB, 
POTENSI KERUGIAN DIPERKIRAKAN JUTAAN RUPIAH JIKA 
TERJADI ROB YANG LUAR BIASA.APALAGI BEBERAPA TAHUN 
INI AIR ROB SUDAH NAIK KE LAHAN -LAHAN SAWAH 
PRODUKTIF DI SEKITAR AREA TERSEBUT YANG 

Website KABUPATEN KENDAL CEPIRING KOROWELANGANYAR12/10/2025 10:20 17/10/2025 08:14 Aduan telah kami naikkan ke Cabang Dinas 
Kelautan Wilayah Barat Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

20/10/2025 07:35 1. Kami mengucapkan terimakasih atas laporan yang 
telah Saudara sampaikan terkait dengan abrasi Pantai 
Jomblom, Desa Korowelang, Kec. Cepiring Kab. Kendal2. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan 
bahwa kami dari Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat 
DKP Prov Jateng sudah pernah menanam sebanyak 
5.000 batang di desa Korowelang pada Tahun 2023 
namun keberhasilannya rendah karena blm adanya 
komitmen bersama utk merawat mangrove yg ditanam 
hingga tumbuh bertunas dan hidup.3. Selanjutnya kami 
rencanakan peninjauan lokasi tersebut kembali pada tgl 
20 Oktober 2025 dan kami mohon didampingi pada saat 
peninjauan. 4. Kemudian kami juga akan melakukan 
koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan 
solusi permasalahan tersebut. Demikian yang dapat 
kami sampaikan, Terima kasih.

20/10/2025 09:46 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Kami mengucapkan terimakasih atas laporan yang telah Saudara 
sampaikan terkait dengan abrasi Pantai Jomblom, Desa Korowelang, Kec. Cepiring Kab. Kendal 2. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa kami dari Cabang Dinas Kelautan Wilayah 
Barat DKP Prov Jateng sudah pernah menanam sebanyak 5.000 batang di desa Korowelang pada Tahun 2023 
namun keberhasilannya rendah karena blm adanya komitmen bersama utk merawat mangrove yg ditanam 
hingga tumbuh bertunas dan hidup. 3. Selanjutnya kami rencanakan peninjauan lokasi tersebut kembali 
pada tgl 20 Oktober 2025 dan kami mohon didampingi pada saat peninjauan. 4. Kemudian kami juga akan 
melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk 
mendapatkan solusi permasalahan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, Terima kasih.

Selesai



VERIFIKASI PROGRESS JEDA SELESAI
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10 LGMB14122705 Assalamualaikum pak Gubernur Terkait proyek di Pantai 
Larangan saya mau menanyakan,1. Untuk sedimentasi 
lumpur itu dibuang kemana ?2. Pengerukan sedimentasi tak 
menggunakan kapal keruk ?3. Penampungan pengerukan 
Lumpur sedimentasi tak menggunakan kapal tongkang ?4. 
Volume pengerukan lumpur sedimentasi itu jarak luas/lebar 
dan panjang berapa meter ?5. Untuk breakwater atau 
pemecah gelombang volume panjang dan lebarnya berapa 
meter ?Terima Kasih.

Mobile KABUPATEN TEGAL - - 01/11/2025 08:49 04/11/2025 08:49 Terima kasih atas aduan saudara, segera kami 
konfirmasi dengan bidang dan pihak terkait.

12/11/2025 14:33 1. Untuk sedimentasi lumpur itu dibuang kemana? 
Disposal area/area peletakan sedimentasi lumpur 
berada di belakang kantor Pelabuhan Perikanan Pantai 
(PPP) Larangan Kabupaten Tegal Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan 
sudah disosialisasikan kepada instansi dan stakeholder 
terkait. 2. Pengerukan sedimentasi tak menggunakan 
kapal keruk? Pengerukan sedimentasi tidak 
menggunakan kapal keruk akan tetapi menggunakan 
Excavator Long Arm yang di taurh di atas ponton untuk 
beroperasi di atas air. 3. Penampungan pengerukan 
lumpur sedimentasi tak menggunakan kapal tongkang? 
Metode penampungan pengerukan lumpur sedimentasi 
tidak menggunakan kapal tongkang akan tetapi langsung 
di taurh pada Disposal Area 4. Volume pengerukan 
lumpur sediemntasi itu jarak luas/lebar dan panjang 
berapa meter? Volume Pengerukan sedimentasi adalah 
15.442,480 m3, untuk panjang dan lebar menyesuaikan 
lokasi disposal area 5. Untuk brekawater atau pemecah 
gelombang volume panjang dan lebar berapa meter? 
Untuk brekawater atau pemecah gelombang, Panjang 
100 m, Lebar 16 m

13/11/2025 09:26 Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Selesai

11 LGMB80792674 SURAT PERMOHONANKepada Yth :Bp. Ahmad 
LuthfiGubernur Jawa Tengah di TempatHal : Permohonan 
Dukungan untuk Petani Perikanan Air Payau Skala 
MikroDengan hormat,Saya yang bertanda tangan di bawah 
ini :Pekerjaan : Petani Budidaya Udang Air Payau skala 
mikroAlamat: Desa Depok, Kecamatan Kandeman, 
Kabupaten BatangPerkenankan saya, sebagai petani 
budidaya udang skala mikro menyampaikan laporan aduan 
sekaligus permohonan bantuan langsung kepada Bapak 
Gubernur, demi kelangsungan usaha kecil yang saya 
jalankan.1. Latar Belakang Usaha dan KontribusiUsaha 
budidaya perikanan air payau (pembesaran crustacea air 
payau) skala mikro yang saya jalankan berlokasi di Desa 
Depok, di tepi kali pasang surut air laut, berjarak sekitar 200 
meter dari pantai.Kondisi Lahan tersebut secara ekologis 
berada di lingkungan perairan air payau dan bersifat tidak 
produktif untuk tanaman pangan sawah, karena setiap hari 
terkena rob pasang air laut. Lahan ini telah saya manfaatkan 
sesuai potensi ekologisnya, yakni perikanan air payau.2. 

Mobile KABUPATEN BATANG - - 28/11/2025 13:09 05/12/2025 14:30 Terima kasih atas aduan saudara, segera kami 
konfirmasi dengan bidang dan pihak terkait.

06/12/2025 10:11 Berdasarkan aduan yg disampaikan, lokasi berada 200 
meter dari garis pantai sehingga sudah berada pada 
matra darat.Berdasarkan UU 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pengaturan ketentuan 
pemanfaatan ruang di matra darat merupakan 
kewenangan Bupati dan sudah diatur dalam Peraturan 
Bupati No 80 tahun 2021. Provinsi memiliki kewenangan 
pengaturan di pesisir dari garis pantai sampai dengan 12 
mil laut.Terkait permasalahan yang disampaikan, akan 
kami lakukan cek lapangan dan kami koordinasi dengan 
Pemerintah Kabupaten Batang (Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan 
serta Dinas Pangan dan Pertanian)

08/12/2025 14:32 Demikian yang dapat kami sampaikan, Terima kasih. Selesai

12 LGMB04324425 Abrasi pantai Cemara Sewu Adipala, Cilacap sangat parah. 
Jangan sampai Adipala kehilangan pantai, seperti pantai 
pantai Cilacap di sebelah baratnya.

Mobile KABUPATEN CILACAP - - 02/12/2025 10:12 05/12/2025 14:30 Terima kasih atas aduan saudara, segera kami 
konfirmasi dengan bidang dan pihak terkait.

06/12/2025 09:52 Aduan telah kami naikkan ke Cabang Dinas Kelautan 
Wilayah Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. 
Jateng

06/12/2025 10:04 Kami ucapkan terima kasih atas informasi abrasi pantai di sekitar Pantai Cemara Sewu, Kabupaten Cilacap. 
Pencegahan abrasi dapat dilakukan dengan hard structure (struktur keras /Pembangunan fisik) dan soft 
structure (penanaman vegetasi Pantai). Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang 
Dinas Kelautan Wilayah Selatan terdapat Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, diantaranya dengan 
penanaman mangrove maupun cemara laut. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir yang telah kami laksanakan di 
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap antara lain: Tahun 2021, Lokasi Pantai Bunton, Desa Bunton, 
Kelompok Konservasi Himakel Unsoed, Jeni Bibit Mangrove, Jumlah 2000 Tahun 2022, Lokasi Pantai Bunton, 
Desa Bunton, Kelompok Konservasi KTH Wana Lestari, Jeni Bibit Cemara Laut, Jumlah 6300 Tahun 2024, 
Lokasi Pantai Bunton, Desa Bunton, Kelompok Konservasi KTH Wana Lestari, Jeni Bibit Cemara Laut, Jumlah 
4200Rehabilitasi ekosistem pesisir di Pantai Selatan Jawa Tengah akan kami teruskan secara bertahap untuk 
menjaga keberlanjutan ekosistem. Kelompok Masyarakat pesisir di Pantai Cemara Sewu dapat berperan 
serta dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dengan mengajukan proposal penanaman mangrove 
maupun cemara laut ke Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan, melalui telp: (0293) 3194054; hotline: 
082138048601; email: kcdwilayahselatan@gmail.com

Selesai
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